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gasem menurut kelompok ini
bisa langsung ke pusat galian
sehingga mendapatkan nilai beli
yang jauh lebih murah.
Wartawan Bali Post mel-

; aporkan, depo pasir seluas dua

hektar di Desa Tianyar Barat,
Kecamatan Kubu, semakin
mengundang polemik. Sum-
ber polemik, bukan pada ke-
beradaan deponya, tapi, dugaan
adanya perilaku premanisme,
monopoli, persaingan harga,
hingga menimbulkan reaksi
keras kalangan sopir di luar
Karangasem. Situasi demikian
membuat beberapa pihak mulai
mempersoalkan keberadaan
depo ini, dalam menyelesaikan

' masalah pengelolaan pasir di

tengah dampak bencana erupsi
Gunung Agung.

Semangat dibentuk depo,
awalnya adalah untuk me-
menuhi kebutuhan pembangu-
nan Bali. Sebab, saat Gunung
Agung pertama kali berstatus
Awas, radius berbahaya sejauh
12 km dari puncak Gunung
Agung harus steril. Artinya,
seluruh aktivitas galian pun
harus berhenti. mun-
cullah ide untuk mendirikan

~ depo, semacam lokasi tempat

timbunan pasir di luar daerah
ra%

Lebih Murah

-~ “Depo pasir berdiri berse-

lang tiga minggu setelah ter-
bitnya status Awas pertama

22 September 2017. Mulanya

depo yang digawangi separuh
ngusaha galian C di bawah
%:;nkamPaguyuban Pertiwi
di Kubu itu, dibangun di
Sambirenteng, Buleleng. Sejak

awal beroperam, kehadiran

masmg-masmg untuk jalur

, Yeh Malet, Kubu lgan

d*u, o untuk pengmman

' DPRD I Nengah Sumardl.

'.‘5 Sumard1 mengatakan, p1-

t

. epo memang
tak berdasarkan peraturan’
-undangan yang

, penjela-
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eksekptlf, bahwa pendirian
depo itu dulu sebatas imbauan.
Staf Ahli Pemkab Karangasem
Wayan Sutapa juga menegas-
kan, pendirian depo dulu tujuan-
nya agar pembangunan Bali
tetap bisa berjalan, saat dulu
status Awas Gunung Agung
dengan radius berbahaya 12
km. Sebab, dulu dengan radius
berbahaya 12 km, seluruh lokasi
galian menjadi KRB (Kawasan
Rawan Bencana). Sementara,
sekarang dengan penurunan
radius berbahaya jadi 4 km,
maka sepanjang lokasi galian C
di luar radius berbahaya, seha-
rusnya tak akan jadi masalah.
“Depo itu dalam pengertian
kami, sama seperti yang ada di
by pass Prof. 1. B. Mantra. Hanya
tempat penampungan. Ambil di
sana boleh, tidak juga tak jadi

~ masalah,” tegas Sutapa.

Dengan adanya penurunan

* status Gunung Agung, Bupati

seolah~olah ada monopoli,
A i dien ya aro-
M‘etap Pertihankan Depo
Pihak pengusaha galian
Kubu yang telah bersep:
n depo pwﬁ te 1

ic .3@1“' lmtaa di j ur
evakuas -"sabagm antisipasi

D1a memmta Jangan dlbumbul;

70 ribu eter kubik. Adanya
depo dengan

harga lokasi galian karena pen-

§ ﬁmaha mengeluarkan
! biaya untuk pengiri-
. man ke depo. “Tetap Rp 70 ribu

- per kublk, kemudian ditambah
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I Gusti Ayu Mas W‘*“"‘Pe erupsi ‘mﬂc'm&,,
Sumatri, belum lama ini men- paik d:sgm
( gaku_ tak sependapat kalau E Paguyuba.n Per-
’ gzgo i tlx{fy:u]‘:mnl dib] ubaraéka; ‘ t1w1 ung yaélugb;nalen‘g;iola
ini justru harus diperkuat, kare- it mupudi uhansoaul!’adanyam? |
na selfb?i‘ﬁ‘ sugah berjalan  pemaksaan membeli pasir ke
sanga upati ingin penge-
lola depo dapat berkomunikasi R o
dengan baik antarpengusaha samaa:(lail:ﬁ tidak benar. a:
di Kubu. Sebab, keberadaan ata bl |
depo masih sangat diperlukan _ 2 Nyoms
karena Gunung Agung belum peguyuban pengusaha Gede Anana mem]m apa
normal sepenuhnya. Gunung o yon Pertiwi Agung, Kubuini  yang dilakukan kelompok kon-
Agung meski sudah turun sta- mengatakan depo pasir yang tra depo dengan meributkan
tus, tetamamhbexstatus?&? - sekarang berada di wilayah depoini, j  membuka kedok
f‘iﬁggt:n usmlkberbahaj ya = Desa Tianyar Barat, didirikan sendiri. Menurutnya, truk-truk
k Jum]ahd 5% yang mals Ia untuk membantu pemerintah galian yang keluar dari Kubu
e sana, dari data pengelo memastikan ketersediaan mate- di luar depo, justru tidak bayar
(Iit?lpodanpemeerbe!.bﬁ_ed&] rial galian di tengah ancaman faktur i i
pembahasan. Kok bisa beda, eramte.rlebxhtg’:xt)mx pemerin-
kenapa?” kata Bupah Mas Su- tah belum menerbitkan surat
- resmi yang menyatakan kondisi
- sudah aman. Pihaknya bahkan
- menyebut depo mengakomodir
. semua kepentingén, truk lokal
© tetap bisa beraktivitas dan truk persoalan
- luar daerah tetap punya akses ini oleh pemerintah, mungkin
- untuk mendapatkan material. saja kami akan boikot pajak ke
| “Truk lokal mengantarkan dari pemerintah,” tegasnya. (gik)
~ galian ke depo sedangkan truk
luar mengambil di depo. Untuk
kepentingan jalur evakuasi,
“aktivitas truk lokal juga kita
batasi,” katanya. :
Soal harga jual material di
depo, menurut dia, sejatinya
bukan mahal. Depo tetap ber-
patokan pada harga dasar yang
ditetapkan pemerintah yakni Rp
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